BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan analisis mengenai perhitungan, pemotongan,

dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada PT PLN (Persero) Unit

Induk Distribusi Sumatera Barat, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai

berikut.

1.

Pajak adalah kewajibanyang dipungut  pemerintah berdasarkan Undang-
Undang yang berlaku dan aturan pelaksanaanya bersifat memaksa. Hasil dari
pajak yang dikumpulkan tersebut diperuntukkan bagi pengeluaran-
pengeluaran pemerintah dan pembiayaan publik.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan pada pada PT PLN (Persero) Unit
Induk Distribusi Sumatera Barat adalah withholding assessment yang mana
Wajib Pajak diberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak
yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku.

. Pada perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap, PT PLN

(Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat telah melakukan perhitungan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

Prosedur penyetoran dan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi
Wajib Pajak Dalam Negeri di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi
Sumatera Barat terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang
berlaku saat ini. Waktu pelaksanaan baik itu penyetoran, pelaporan,
dilaksanakan secara disiplin yakni pembayaran dilakukan paling lambat

tanggal 15 bulan berikutnya.
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5.2.Saran

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat akan lebih baik
mengadakan penyuluhan terkait sistem perpajakan yang digunakan untuk
pemotongan pajak pada penghasilan pegawai tetap. Maka dari itu pegawai
tersebut memahami akan ilmu perpajakan dan selalu tahu akan aturan perpajakan
yang terbaru berlaku di Indonesia, dan pegawai tersebut mengetahui cara
menghitung, menyetorkan, melaporkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan

yang berlaku.
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